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Di beberapa negara banyak perusahaan yang melihat
bisnis halal supply-chain sangatiah menggiurkan

asar produk halal iclah meram-
bah hampir ke seluruh belahan
bumi Menarikn: imana
banyak diberitakan, kebutuhan
dan geliat industri halal idak hanya marak
di negara-negaralslam dan musliim, tetapi
juga negara-negara non-muslim seperti
Eropa, Rusia, Asia Tinur, Amerika danjuga
Amerika Latin. Oleh karenanya, tidafdfh
mengherankan pennintaan {demand) akan
produkhalalsemalkin meningkat dari waktu
kewaktu sehingga produk halal tidak lagi
haneyla persoalan hukum yangberbicarasoal
‘boleh ataudilarang namun benar-benar telah
menjelmamenjadi sehuah komoditasbisnis
yan%sangat menggiurkan.
ingginya kebutuhan dan permintaan
akan produk halal di seantero bumimembu-
tuhkan semua hal yang terkait produk juga
halal.l;al}‘ahsamnya ada]ag'tsismmata rantal
pasokan makanan iasa disebut
‘chain. Sebab, mat)z'aa?a%mtai pasokansalg)aﬁ’alyl;
bagian bahkan bagian sangat penting dari
kehalalan sebuah produk. Selama ini,
khususnya di Indonesia proses sertifikasi
produkban‘l er});xencahxp proses produksiyang
dilakukan oleh perusahaan mengajukan
sertifikat halal. Dengan kaﬁ?fin. c:ilsgl:u:sus
produkhalal masih berkutat padasoal bahan,
pengolahandan pengkemasan, padahal mata
rantai pasokan produk adalah bagian dari
kehalalan sebuah produk. Menihilkan atau
tidakmemerdutikan sistem supply-chain
yangdapat menjamin dari segala hal yang
merusakan kehalalan sebuah produk berard
mereduksi bahkan meniadakan sistem
jaminan produk halal itu sendiri.

Konsep Halal Supply-Chain

Secara sederhana sistem pasokan halal

dapat dipahami sebagai manajemen

hubungan pi halal secara satu kesatuan

(integrasi) dari sumber produk hingga ke
akhirdari

- dapatm
ataukehalalan sebuah produk. Lebihrinci
Zawiyah Abdul Majid dkk dalam Developing
Halal Food Supply-Chain Integrity Model
inlpfismsfndwnymembeﬁkan pengertian
halal supply-chain sebagai the movement
of goods and services starting from farm to
oconsumer isrevi tobecrincallywnerable
to the hazards of food safety contamination
and cross-contamination with non-halal
materials or products. Dengan bahasayang
sederhana halal supply-chain adalah suatu
sistern yang menjamin kehalatan sebuah
produk dari sumbernya sampai ke

penggunanya.
‘Mengapa halal supply-chain adalah
pentingsekaliguswajib? ,sebuah produk

yangberasaldasi bahan yanghalal dapat saja
berubahatau terkontaminasikehalalalannya
atau kebaikannnya (thoyyiban) disebabkan
dalam proses distribusidari produsen kepada
agen atau distributor bercampur dengan
benda-bendayangharamatau hal-balyang
dapat membuat produk tidak lagi hiegenis.
Misalnya, sistem penyimpanan (storage}
produkyang bercampur dengan barang-

haram, idagingbabi, alkohol
danlain sebagainya. Bisajuga produk halal
yangdi simpan di tempat yang tidak steri

secara kimiawi dapat merubuh sifat produk
menjaditdak lagi mumi halal dan baik (sehat).
Produk yangrentan terkontaminasi adalah
produk-produk basah dan dingin seperti
daging kosmetk dan obat-obatanyang butuh
alat pendingin sclama proses distribusi.
Kewajiban halal supply-chain sendiri
sesungguhnya telah terdapat padaUndang-
undangNomor 33 Tahun 2014 tentang Jami-
nan Produk Halal (JPH). Pasal 1 Poin3 UU
JPHmenyatakan bahwa Proses Produk Halal
adalah rangkaian kegiatan uniuk menjamin
kehalalan produk mencakup penyediaan
bahan, pengolahan, penylmpanan, pengema-
san, pendistribusian, penjuatan, dan penyajian
groduk. Berdasarkan definisi di atas jelas
ahwa kehalalan sebuah produk harus
terjamindari seluruh rangkaian penyedlaan
produk sampai penyajian produk.
Berdasarkan halini,secaraotomatiskebu-
tuhanakansistein aruspasokan produkhalal
menjadisebuah keniscayaan. Produk halal
secaraotomats membutthkan sisten pasok
yangjugahalal. Oteh karenaitu. perusahan-
perusahaan yang meniproduksi produk halal
membutuhkan sistem pasok halal. Maka.
dibeberapa negara banyak perusahaan yang
melihat bisnis halal supply-chainsangatiah
menggiurkan. Malaysia misalnya, telah
membuatsistern kordinasi produk halalyang
terintegrasi dengan Halal Indrustry Develop-
ment Corporation (HDC) sejak tahun 2006
untuk mengkordinasi industri hatal.
Tahun2010saja, Malaysia telah memiliki
21 perusahaan yang membantu pemain
industri halal baik untuklokahmaupun global
(Zawiyyah Abdul Majid Dkk, 2010). Salah satu
perusahan halal supply-chain di Malaysia,
tepatnya di Pulau Penang adalah TASCO
Berhad. Perusahaan ini memberikan jasa
atasdistribusi produk-produkhalal yangakan
dikirim ke berbagai daerah dan negara di
Malaysia dan juga beberapa manca negara
seperti Thailand, Jepang dan lainnya.
Perusahaan ini memberikan jasa kepada
industri halal untuk menjamin kehalalan
produkhingganegaratujuan Umuk menjamin
kehalalan produk yangakan dikemas, terdapat
kriteria-kriteria yangwajib dipenuhisehingga
secara syarfbahwa produk tersebut dijamin
kehalalannya hingga sampai ke tjuan.

Tantangan Halal Supply-Chain
Padaindustri halaldi Indonesia, hemat
penulis terdapat beberapa beberapa
tantangan terkait dengan halal supply-chain.
Pertama, masih sedikit produk yang baru
disertifikasi halal schinggahalal supply-chain
juga belum terlalu dibutuhkan. Hatini dapat
dimaklumi sebab belwmn adanya kewajiban
bagi pelaku usaha di Indonesia untuk
menjarnin produk halal sebelum tahun 2019
yakni5tahunsetelah UUJPH disahkan (2014).
Saat ini baru sekitar 3000 unit usaha yang
telah mendapatkan sertifikasi halal di
Indonesia, padahal terdapat sekitar 1.2 juta
unitusahakecildan ramahtangga dan 6.000
unit usaha menangah besar.

Kedua. terkait dengansistempengawasar.,
Sebagaimanadiketahui kebanyakan pelaku
usaha (produsen) sebuah produk halal
berbedadengan pelaku u§aha (distributor)
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‘atau pelaku usaha (agen) sehingga sulil

mengawasi perpindahan produk dalam setiap
mata rantainya. Persoalan ini jugadapat
dimaklumi sebab ide menjamin proses
distribusi halal baru ada setelah adanya UU
JPH dimana setiap produk wajib dijaga
kehalalannya. Sebelumnya hlngga saatini,
jangankan kewajiban menjaga kehalalan
distribusi (halal supply-chain) produk, proses
produksi sebualy produk juga masih bersifat
sukarela (vailuniary). Oleh karena itu
pengaturan tentang halal supply-chain
adalahsebuah keniscayaanyangharussegera
diwujudkan sebagainiana amanah UU JPH.

Keriga, behunadanyastandaroperasional

‘halal supply-chain. Untuk menjamin

kehalalanproduk dalam proses distribusinya
maka diperlukan standar. Hingga saat ini
belum terdapat Peraturan Pemerintah (PP)
atau Peraturan Presiden (Perpres) yang
mengaturstandar halalsupply-chain. Selain
itu, belumn banyak perusahaan yang bergerak
di bidang halal supply-chain, makabelwmn
banyak contobstandaroperasional yangdapat
dijadikan petunjuk.

Saatini, dilndonesia baru terdapat lina
perusahaan yang bergerak di bidang halal
supply-chain dan satu perusahaan kini
sedangdalam proses mendaparkan sertifikasi
(Republika, 5/2/2016).

SOP halal stpply-chain seyogyanya
dapatdibuat olchaturan pemerintah melatui
aturan lebih lanjut dan UU JPH. Namun
demikian, SOPjuga dapat dilakukan oleh
masing-masing perusahaan hialal supply-
chain selama tidak melanggar ketentuan
syariatsehingga secara idak langsung terjadi
persaingan yang sehat bagi perusahaan-
perusahaan yang menjajakan dirinya untuk
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mengambil jasa halal supply-chain. Di
Malaysia misalnya, berdasarkan hasil
wawancara penulis dengan salah seorang
karyawan perusahaan TESCO Berhad yang
merupakan perusahaan yang bergerak di
bidang perusahaan halal sup;)l[wdmin
mengatakan bahwa standar halal supply-
chain diserahkan kepada inasing-masing
perusahaannamun atas persetujuan otoritas
produk halal Malaysia yakni Departemen
Agama Malaysia (JAKIM).

Penutup
Halal supply-chain adalah kebutulyan
yang tidak dapat ditawar lagi dalam rangka
menjamin kehalalan uk Selainitu, secara
ekonomi halal supply-chain sangatlah
prospek pasca UU JPH berlaku nantinya
{Tahun2019), sebab UU JPH mengamanah-
kanseluruh jan produksi hinggasampai
kepada konsumen adalah halal. Berbeda
dengan Malaysia yang telah mencanangkan
negaranya menjadi Halal-Hib, telah lebih
dahulu mewajibkan produk halal sehins;ga
industri penisahaan distribusi halal telah
tumbuth dan berkembang. Bagi Indonesia.
tidak perlu berkecil hati, seiring dengan
keberlakukan UU JPH padatahun 2019 yang
akan datang dan semakin menggeliatnya
industri produk halalbaik secaralokal maupwn
Internasional maka perusalyaan-perusahaan
halal supply-chain tidak hanya sebuah
kebutuhan tetapijuga akan menjadi salah
satuusahayang menjanjikanpadamasayang
akan datang, Wallahu'aiam.
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